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ABSTRAK

Pengaturan tentang verifikasi partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yakni terdapat pada Pasal 173 ayat (1). Frasa ‘yang telah ditetapkan’
pada pasal tersebut mengakibatkan partai politik yang telah lulus verifikasi pemilihan umum
sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu tanpa harus mengikuti verifikasi ulang. Pasal ini
dianggap diskriminatif yang kemudian digugat oleh Partai IDAMAN. Gugatan diterima dan MK
mengeluarkan PMK Nomor 53/PUU-XV/2017. Pasal tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki
kekuatan hukum. Putusan ini menyebabkan semua partai politik harus melakukan verifikasi pada
pemilu 2019. Urgensi verifikasi ulang ini terlihat saat ditemukannya dua parpol yang merupakan
partai yang lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya. Di Kota Padang, KPU Kota Padang
menemukan beberapa kejanggalan berupa anggota fiktif dan keanggotaan ganda. Rumusan
masalah dalam penulisan skripsi ini pertama bagaimana pengaturan verifikasi partai politik pada
pemilihan umum 2019, dan yang Kedua bagaimana pelaksanaan verifikasi partai politik peserta
pemilihan umum 2019 di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis
empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian lapangan dan metode
penelitian kepustakaan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan
verifikasi partai politik dan mengetahui bagaimana pelaksanaan verifikasi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang. Hasil penelitian pada skripsi ini disimpulkan bahwa pada
setiap proses verifikasi terdapat beberapa masalah, yaitu pada verifikasi administrasi keanggotaan
KPU Kota Padang menemukan beberapa partai yang tidak memenuhi syarat, terdapat kesalahan
data, bukan warga kota padang, keanggotaan ganda, dan berstatus ASN, TNI atau POLRI.
Kemudian dalam verifikasi faktual keanggotaan ditemukan keanggotaan ganda, selain itu KPU
Kota padang juga menemukan anggota parpol yang tidak mengakui status keanggotaannya, hal ini
di tindak lanjuti dengan cara mencoret nama yang bermasalah tersebut. Masalah lainnya yaitu
anggota parpol yang alamatnya tidak ditemukan. KPU Kota Padang meminta parpol menghadirkan
anggota tersebut ke Kantor KPU Kota Padang, jika tidak hadir maka anggota tersebut dinyatakan
tidak memenuhi syarat.
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